
LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.44, 2015 KEUANGAN. APBN. Tahun 2015. Perubahan.
(Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5669)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN

ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2015 disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan
kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara
dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional
yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan
kemandirian, guna mencapai Indonesia yang aman
dan damai, adil dan demokratis, meningkatkan
kesejahteraan rakyat serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional;

b. bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, telah terjadi
perkembangan dan perubahan asumsi dasar ekonomi
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makro yang disertai dengan perubahan pokok-pokok
kebijakan fiskal, dan pergeseran anggaran antarunit
organisasi dan/atau antarprogram yang berdampak
cukup signifikan terhadap besaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2015;

c. bahwa untuk mengamankan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2015, perlu segera dilakukan penyesuaian terhadap
sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit
anggaran, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan
anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu
mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun
2015 dan jangka menengah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
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4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2015 diperkirakan
sebesar Rp1.761.642.817.235.000,00 (satu kuadriliun tujuh ratus
enam puluh satu triliun enam ratus empat puluh dua miliar delapan
ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang
diperoleh dari sumber:

a. Penerimaan Perpajakan;

b. PNBP; dan

c. Penerimaan Hibah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a diperkirakan sebesar Rp1.489.255.488.129.000,00 (satu
kuadriliun empat ratus delapan puluh sembilan triliun dua ratus
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lima puluh lima miliar empat ratus delapan puluh delapan juta
seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri; dan

b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

(2) Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar
Rp1.439.998.598.239.000,00 (satu kuadriliun empat ratus tiga
puluh sembilan triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan
miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga
puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan pajak penghasilan;

b. pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan
pajak penjualan atas barang mewah;

c. pendapatan pajak bumi dan bangunan;

d. pendapatan cukai; dan

e. pendapatan pajak lainnya.

(3) Pendapatan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a diperkirakan sebesar Rp679.370.136.164.000,00
(enam ratus tujuh puluh sembilan triliun tiga ratus tujuh puluh
miliar seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh empat
ribu rupiah) yang didalamnya termasuk pajak penghasilan
ditanggung Pemerintah (PPh DTP) atas:

a. komoditas panas bumi sebesar Rp2.190.000.000.000,00 (dua
triliun seratus sembilan puluh miliar rupiah) termasuk PPh
DTP atas kekurangan tahun 2012-2014 sebesar
Rp1.068.970.000.000,00 (satu triliun enam puluh delapan
miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang
pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
dan

b. bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa
yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan
dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar
internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum
lokal, sebesar Rp5.990.000.000.000,00 (lima triliun sembilan
ratus sembilan puluh miliar rupiah) termasuk PPh DTP atas
kekurangan tahun 2012-2013 sebesar Rp748.350.000.000,00
(tujuh ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus lima
puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.
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(4) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b diperkirakan sebesar Rp576.469.166.972.000,00 (lima
ratus tujuh puluh enam triliun empat ratus enam puluh sembilan
miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh
dua ribu rupiah).

(5) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c diperkirakan sebesar
Rp26.689.881.492.000,00 (dua puluh enam triliun enam ratus
delapan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh satu
juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

(6) Pendapatan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
diperkirakan sebesar Rp145.739.923.240.000,00 (seratus empat
puluh lima triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar
sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu
rupiah).

(7) Pendapatan Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e diperkirakan sebesar Rp11.729.490.371.000,00 (sebelas
triliun tujuh ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus
sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

(8) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar
Rp49.256.889.890.000,00 (empat puluh sembilan triliun dua
ratus lima puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh
sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang
terdiri atas:

a. pendapatan bea masuk; dan

b. pendapatan bea keluar.

(9) Pendapatan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
huruf a diperkirakan sebesar Rp37.203.870.000.000,00 (tiga
puluh tujuh triliun dua ratus tiga miliar delapan ratus tujuh
puluh juta rupiah) yang didalamnya termasuk fasilitas bea masuk
ditanggung Pemerintah (BM DTP) sebesar
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

(10) Pendapatan bea keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
huruf b diperkirakan sebesar Rp12.053.019.890.000,00 (dua
belas triliun lima puluh tiga miliar sembilan belas juta delapan
ratus sembilan puluh ribu rupiah).

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penerimaan Perpajakan
Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (8) diatur dalam Peraturan Presiden.

www.peraturan.go.id



2015, No.44 6

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diperkirakan
sebesar Rp269.075.425.159.000,00 (dua ratus enam puluh
sembilan triliun tujuh puluh lima miliar empat ratus dua puluh
lima juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri
atas:

a. penerimaan sumber daya alam;

b. pendapatan bagian laba BUMN;

c. PNBP lainnya; dan

d. pendapatan BLU.

(2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a diperkirakan sebesar Rp118.919.130.259.000,00
(seratus delapan belas triliun sembilan ratus sembilan belas
miliar seratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu
rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi
(SDA migas); dan

b. penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas
bumi (SDA nonmigas).

(3) Pendapatan bagian laba BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b diperkirakan sebesar Rp36.956.500.000.000,00 (tiga
puluh enam triliun sembilan ratus lima puluh enam miliar lima
ratus juta rupiah).

(4) Untuk mengoptimalkan pendapatan bagian laba BUMN di bidang
usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN
di bidang usaha perbankan dilakukan:

a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang Perseroan Terbatas (PT), BUMN, dan Perbankan;

b. memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
dan

c. Pemerintah melakukan pengawasan penyelesaian piutang
bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan tersebut.

(5) PNBP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diperkirakan sebesar Rp90.109.584.375.000,00 (sembilan puluh
triliun seratus sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat
juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
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(6) Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
diperkirakan sebesar Rp23.090.210.525.000,00 (dua puluh tiga
triliun sembilan puluh miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus
dua puluh lima ribu rupiah).

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian PNBP Tahun Anggaran
2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan
ayat (6) diatur dalam Peraturan Presiden.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
diperkirakan sebesar Rp3.311.903.947.000,00 (tiga triliun tiga ratus
sebelas miliar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh
tujuh ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 diperkirakan sebesar
Rp1.984.149.714.865.000,00 (satu kuadriliun sembilan ratus delapan
puluh empat triliun seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus
empat belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang
terdiri atas:

a. anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan

b. anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga
Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a diperkirakan sebesar
Rp1.319.548.973.690.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus sembilan
belas triliun lima ratus empat puluh delapan miliar sembilan
ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu
rupiah).

(2) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) termasuk program pengelolaan hibah negara sebesar
Rp4.621.727.025.000,00 (empat triliun enam ratus dua puluh
satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua puluh lima ribu
rupiah) yang dihibahkan dan/atau diterushibahkan ke daerah.
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(3) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikelompokkan atas:

a. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi;

b. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi; dan

c. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program.

(4) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) termasuk pemberian penghargaan dan sanksi atas
pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga
tahun 2013 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Belanja Pemerintah
Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diperkirakan sebesar
Rp664.600.741.175.000,00 (enam ratus enam puluh empat
triliun enam ratus miliar tujuh ratus empat puluh satu juta
seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Transfer ke Daerah; dan

b. Dana Desa.

(2) Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diperkirakan sebesar Rp643.834.541.175.000,00 (enam ratus
empat puluh tiga triliun delapan ratus tiga puluh empat miliar
lima ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu
rupiah), yang terdiri atas:

a. Dana Perimbangan;

b. Dana Otonomi Khusus;

c. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan

d. Dana Transfer Lainnya.

(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diperkirakan sebesar Rp20.766.200.000.000,00 (dua puluh triliun
tujuh ratus enam puluh enam miliar dua ratus juta rupiah).

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7)
Pasal 10 diubah, di antara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat
yakni ayat (7a), dan setelah ayat (8) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni
ayat (9), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 10

(1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
huruf a diperkirakan sebesar Rp521.760.517.233.000,00 (lima
ratus dua puluh satu triliun tujuh ratus enam puluh miliar lima
ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang
terdiri atas:

a. DBH;

b. DAU; dan

c. DAK.

(2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan
sebesar Rp110.051.993.705.000,00 (seratus sepuluh triliun lima
puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh
ratus lima ribu rupiah).

(3) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan
sebesar 27,7% (dua puluh tujuh koma tujuh persen) dari
Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto atau diperkirakan sebesar
Rp352.887.848.528.000,00 (tiga ratus lima puluh dua triliun
delapan ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus empat
puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

(4) PDN neto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung
berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan dan
PNBP, dikurangi dengan Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan
kepada Daerah.

(5) Dalam hal realisasi APBN menyebabkan PDN neto bertambah
atau berkurang, besaran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak mengalami perubahan.

(6) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan
sebesar Rp58.820.675.000.000,00 (lima puluh delapan triliun
delapan ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta
rupiah), yang terdiri atas:

a. DAK sebesar Rp33.000.000.000.000,00 (tiga puluh tiga
triliun rupiah);

b. DAK tambahan sebesar Rp25.820.675.000.000,00 (dua puluh
lima triliun delapan ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh
puluh lima juta rupiah), terdiri atas:

1. DAK afirmasi kepada kabupaten/kota daerah tertinggal
dan perbatasan yang memiliki kemampuan keuangan
relatif rendah sebesar Rp2.820.675.000.000,00 (dua
triliun delapan ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh
puluh lima juta rupiah); dan
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2. DAK Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2)
dan DAK usulan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh
DPR RI sebesar Rp23.000.000.000.000,00 (dua puluh
tiga triliun rupiah).

(7) DAK tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b
angka 1 digunakan untuk mendanai kegiatan:

a. infrastruktur transportasi sebesar Rp1.812.171.000.000,00
(satu triliun delapan ratus dua belas miliar seratus tujuh
puluh satu juta rupiah);

b. infrastruktur irigasi sebesar Rp496.405.000.000,00 (empat
ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus lima juta
rupiah); dan

c. infrastruktur sanitasi dan air minum sebesar
Rp512.099.000.000,00 (lima ratus dua belas miliar sembilan
puluh sembilan juta rupiah).

(7a) DAK tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b
angka 2 digunakan untuk mendanai kegiatan:

a. pertanian sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun
rupiah);

b. infrastruktur irigasi sebesar Rp3.126.596.993.000,00 (tiga
triliun seratus dua puluh enam miliar lima ratus sembilan
puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu
rupiah);

c. transportasi sebesar Rp12.153.853.343.900,00 (dua belas
triliun seratus lima puluh tiga miliar delapan ratus lima
puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan
ratus rupiah);

d. sarana perdagangan sebesar Rp892.410.299.600,00 (delapan
ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus sepuluh juta
dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
dan

e. kesehatan sebesar Rp2.827.139.363.500,00 (dua triliun
delapan ratus dua puluh tujuh miliar seratus tiga puluh
sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus
rupiah).

(8) Dana pendamping untuk DAK tambahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan
daerah pada daerah tertinggal dan daerah perbatasan, dengan
ketentuan sebagai berikut:
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a. kemampuan keuangan daerah rendah sekali, diwajibkan
menyediakan dana pendamping paling sedikit 0% (nol
persen);

b. kemampuan keuangan daerah rendah, diwajibkan
menyediakan dana pendamping paling sedikit 1% (satu
persen); dan

c. kemampuan keuangan daerah sedang, diwajibkan
menyediakan dana pendamping paling sedikit 2% (dua
persen).

(9) Daerah penerima DAK tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7a) diwajibkan menyediakan dana pendamping sebesar 0%
(nol persen).

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) huruf b diperkirakan sebesar Rp17.115.513.942.000,00
(tujuh belas triliun seratus lima belas miliar lima ratus tiga belas
juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri
atas:

a. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat sebesar Rp7.057.756.971.000,00 (tujuh triliun
lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta
sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang disepakati
untuk dibagi masing-masing dengan proporsi 70% (tujuh
puluh persen) untuk Provinsi Papua dan 30% (tiga puluh
persen) untuk Provinsi Papua Barat dengan rincian sebagai
berikut:

1. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar
Rp4.940.429.880.000,00 (empat triliun sembilan ratus
empat puluh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta
delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

2. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebesar
Rp2.117.327.091.000,00 (dua triliun seratus tujuh belas
miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh
satu ribu rupiah).

b. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar
Rp7.057.756.971.000,00 (tujuh triliun lima puluh tujuh
miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh
puluh satu ribu rupiah); dan

www.peraturan.go.id



2015, No.44 12

c. Dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar
Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) dengan rincian
sebagai berikut:

1. Dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua
sebesar Rp2.250.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus
lima puluh miliar rupiah); dan

2. Dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat
sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh
miliar rupiah).

(2) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diperkirakan sebesar
Rp547.450.000.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar
empat ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Dana Transfer Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) huruf d diperkirakan sebesar Rp104.411.060.000.000,00
(seratus empat triliun empat ratus sebelas miliar enam puluh juta
rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah sebesar
Rp70.252.670.000.000,00 (tujuh puluh triliun dua ratus lima
puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah);

b. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah sebesar
Rp1.096.000.000.000,00 (satu triliun sembilan puluh enam
miliar rupiah);

c. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar
Rp31.298.300.000.000,00 (tiga puluh satu triliun dua ratus
sembilan puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah);

d. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp1.664.510.000.000,00
(satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus
sepuluh juta rupiah); dan

e. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)
sebesar Rp99.580.000.000,00 (sembilan puluh sembilan
miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah).

10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran Transfer ke Daerah
dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan
Pasal 11 diatur dalam Peraturan Presiden.
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11. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) Pasal 13 diubah,
sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2015
diperkirakan sebesar Rp212.104.385.353.000,00 (dua ratus dua
belas triliun seratus empat miliar tiga ratus delapan puluh lima
juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

(2) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan secara tepat sasaran.

(3) Anggaran untuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun
anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter dan/atau
realisasi harga minyak mentah (ICP) dan/atau nilai tukar rupiah.

(4) Dalam hal terdapat perubahan besaran subsidi solar, Pemerintah
harus mendapatkan persetujuan DPR RI.

(5) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
kekurangan untuk tahun anggaran sebelumnya yang dibayarkan
sesuai dengan hasil audit BPK.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Program Pengelolaan
Subsidi dalam Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Anggaran Pendidikan diperkirakan sebesar
Rp408.544.684.304.000,00 (empat ratus delapan triliun lima
ratus empat puluh empat miliar enam ratus delapan puluh empat
juta tiga ratus empat ribu rupiah).

(2) Persentase Anggaran Pendidikan adalah sebesar 20,59% (dua
puluh koma lima puluh sembilan persen), yang merupakan
perbandingan alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran Belanja Negara
sebesar Rp1.984.149.714.865.000,00 (satu kuadriliun sembilan
ratus delapan puluh empat triliun seratus empat puluh sembilan
miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh
lima ribu rupiah).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan
Presiden.

www.peraturan.go.id



2015, No.44 14

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 18 diubah, dan setelah
ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 18
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2015,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih kecil dari pada
jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 sehingga dalam Tahun Anggaran 2015 terdapat anggaran
defisit sebesar Rp222.506.897.630.000,00 (dua ratus dua puluh
dua triliun lima ratus enam miliar delapan ratus sembilan puluh
tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang akan dibiayai
dari Pembiayaan Anggaran.

(2) Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber:

a. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar
Rp242.515.005.350.000,00 (dua ratus empat puluh dua
triliun lima ratus lima belas miliar lima juta tiga ratus lima
puluh ribu rupiah); dan

b. Pembiayaan Luar Negeri Neto sebesar negatif
Rp20.008.107.720.000,00 (dua puluh triliun delapan miliar
seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

(3) Pembiayaan Luar Negeri Neto sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b mencakup pembiayaan utang luar negeri, namun
tidak termasuk penerbitan SBN di pasar internasional.

(4) Ketentuan mengenai alokasi Pembiayaan Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Undang-
Undang ini.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian alokasi Pembiayaan
Anggaran yang tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini
diatur dalam Peraturan Presiden.

14. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal
23A dan Pasal 23B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

(1) Seluruh Investasi Pemerintah dalam Pusat Investasi Pemerintah
dialihkan menjadi penambahan Penyertaan Modal Negara
Republik Indonesia pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

(2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah.
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Pasal 23 B

(1) Untuk melakukan pelunasan pembayaran kepada masyarakat
yang memiliki tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak
lumpur Sidoarjo dialokasikan dana sebesar
Rp781.688.212.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu miliar
enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu
rupiah).

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana
antisipasi yang digunakan untuk melunasi pembelian tanah dan
bangunan yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam peta area
terdampak yang menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas
Inc./PT Minarak Lapindo Jaya.

(3) Dana antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
digunakan dalam hal PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak
Lapindo Jaya tidak dapat membayar pelunasan pembelian atas
tanah dan bangunan yang terdapat dalam peta area terdampak
berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dana antisipasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan
Peraturan Presiden.

15. Ketentuan Pasal 26 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 26 ayat
(3) sehingga penjelasan Pasal 26 menjadi sebagaimana ditetapkan
dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.

16. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal
31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 yang merupakan pelaksanaan
dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat tanggal 17
Maret 2015.

17. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2015
mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas, yang tercermin dalam:

a. penurunan kemiskinan menjadi sebesar 10,3% (sepuluh koma
tiga persen);

www.peraturan.go.id



2015, No.44 16

b. pertumbuhan ekonomi setiap 1% (satu persen) dapat menyerap
sekitar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) tenaga kerja;

c. tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,6% (lima koma
enam persen);

d. penurunan Gini Ratio menjadi sebesar 0,40 (nol koma empat
puluh); dan

e. peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 69,4
(enam puluh sembilan koma empat).

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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